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ABSTRAK 

Kejaksaan sebagai institusi penegakan hukum berfungsi untuk menjaga 

ketertiban dan keamanan masyarakat demi tegaknya supremasi hukum. Salah satu 

tugas dan wewenang Kejaksaan adalah dalam ruang lingkup Perdata dan Tata 

Usaha Negara (Datun). Dalam lingkup Datun, Kejaksaan berwenang untuk 

mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk melindungi kepentingan umum, 

berupa hak – hak keperdataan masyarakat atau demi kepentingan Bangsa dan/atau 

Negara. Pengajuan permohonan pailit tersebut ditujukan terhadap debitor, baik 

yang berbentuk orang perorangan ataupun badan hukum termasuk terhadap 

Perseroan Terbatas.  

Penelitian ini bertujuan untuk, Pertama mengetahui pengaturan mengenai 

kewenangan Kejaksaan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk 

kepentingan umum dalam perkara kepailitan dan Kedua untuk mengetahui 

penerapan peran Kejaksaan dalam perkara kepailitan Perseroan Terbatas. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat 

deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti 

data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. 

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan mengenai kewenangan Kejaksaan 

untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terdapat dalam UUK-PKPU 

serta PP No.17 Tahun 2000 dan UU Kejaksaan serta Perja No.18 Tahun 2014 dan 

Perja No.25 Tahun 2015. Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara, berada 

dalam kedudukannya untuk mewakili para kreditor, berwenang untuk mengajukan 

permohonan pernyataan pailit terhadap suatu Debitor ke Pengadilan Niaga yang 

melingkupi kedudukan hukum dari Debitor tersebut. Permohonan tersebut dapat 

diajukan selama syarat – syarat kepailitan terpenuhi dan belum ada yang 

mengajukan permohonan pernyataan pailit sebelumnya serta untuk melindungi 

kepentingan umum yaitu berupa hak – hak keperdataan masyarakat dan/atau demi 

kepentingan Bangsa dan/atau Negara.   

Penerapan peran Kejaksaan dalam  kepailitan Perseroan Terbatas adalah 

untuk melindungi kepentingan umum yang disebabkan Debitor menggelapkan 

bagian dari harta kekayaan, Debitor mempunyai utang yang berasal dari 

penhimpunan dana dari masyarakat luas, serta Debitor tidak kooperatif dalam 

menyelesaikan masalah utang – piutang yang telah jatuh waktu. Peran Kejaksaan 

dalam perkara kepailitan Perseroan Terbatas hanya sebatas pengajuan 

permohonan pernyataan pailit dikarenakan setelah diputus oleh Pengadilan, tugas 

pengurusan dan/atau pemberesan menjadi wewenang dari Kurator. 
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